TINJAUAN FIQH SIYASAHTERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA TERKAIT KEPUTUSAN
TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN OLEH REKTOR

PERGURUAN TINGGI SWASTA

SKRIPSI

Oleh

Yeni Ermita

NIM 95214057

_

=

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Tata Negara
Surabaya

2018



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya
Nama : Yeni Ermita
NIM : C95214057

Fakultas/Jurusan/Prodi :

Negara

Judul Skripsi

Syari’ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata

: Tinjauvan Figh Siyvasah Terhadap Kompetensi Absolut

Pengadilan Tata Usaha Negara terkait Keputusan Tata

Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Rektor Perguruan

Tinggi Swasta

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya

saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juni 2018

Saya yang menyatakan

ENEW RIBU RUPIAH

AJ

Yeni Ermita

NIM. C95214057



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yeni Ermita NIM:C95214057 ini telah diperiksa dan disetujui
untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 25 Juni 2017

Pembimbing




PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yeni Ermita, NIM: C95214057 ini telah
dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal
30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program sarjana srata satu dalam ilmu Syari’ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I, X Penguji II,

Dr. Hj. Anig Edrida S.Ses,.S.H,.M.Si Dr. H. Imam i Jaelani, M.Ag.
NIP. 197208062014112001 NIP. 197001031997031001

Pe Pepguji IV,

Syamsuri, Saoki,
NIP. 1972}0292005011004 NIP. 197404042007101004

Surabaya, 30 Juli 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel




/“q KEMENTERIAN AGAMA
{ \ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
._‘,/] PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 03 1-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

/

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yeni Ermita
NIM - C95214057
Fakultas/Jurusan  : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam

E-mail address : yennyzora@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN SunanAmpel Surabaya, Hak Bebas Royald Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

= Skripsi [ Tesis ] Desertasi [0 Lain-dain (c...oeooceeeremnraremiminannones )
yang berjudul :

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA TERKAIT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG
DIKELUARKAN OLEH REKTOR PERGURUAN TINGGI SWASTA

Beserta perangkat yang diperfukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalt Non-Ekslusifini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan,
mengelolanya  dalam bentuk pangkalan data (database), —mendistribusikannya, dan

menampilkan/mempublikasikannya di Tnternet atau media lain secara firlltext untuk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung sccara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2018

Penulis

Yeni Ermita



ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Tinjauan
Figh Siyasah Terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara
Terkait Keputusan Tata Usaha Negara yang di Keluarkan oleh Rektor Perguruan
Tinggi Swasta”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan
dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana kompetensi Absolut PTUN terkait
KTUN yang dikeluarkan oleh Rektor Perguruan Tinggi Swasta? Bagaimana
Tinjauan Figih Siyasah terhadap kompetensi absolut PTUN terkait KTUN yang
dikeluarkan oleh rektor Perguruan Tinggi Swasta? Data dalam skripsi ini
merupakan analisis dari penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute
approach.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara
mempunyai kompetensi absolut untuk mengadili sengketa TUN yag dikeluarkan
oleh Perguruan Tinggi Swasta. Oleh karena itu Keputusan tata usaha negara hanya
dapat dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara , maka Rektor
Perguruan Tinggi Swasta dalam hal ini ketika mengeluarkan suatu Keputusan bisa
disebut sebagai KTUN karena Rektor Perguruan Tinggi Swasta merupakan
Pejabat TUN yang menjalankan wurusan pemerintahan yaitu dalam hal
menyelenggarakan pendidikan.

Dalam kajian figh siyasash terdapat lembaga peradilan yang dikenal
sebagai Wilayah al-Mazalim, yang khusus menangani kezaliman para penguasa
terhadap rakyat, termasuk dalam pembuatan kebijakan atau undang-undang.
Lembaga peradilan Wilayah al-Mazalim menyerupai Pengadilan Tata Usaha
Negara dalam hal menjaga hak-hak rakyat yang kemungkinan dapat dilanggar
melalui pembuatan kebijakan.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dengan tujuan untuk
memberikan perlindungan hukum bagi rakyat yang dirugikan oleh Keputusan Tata
Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perlindungan hukum
dalam skripsi ini dimaknai sebagai perlindungan hukum terhadap hak-hak
perseorangan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat.

Wewenang dari PTUN menurut undang-undang adalah memeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa TUN.! Yang mana sengketa TUN merupakan
sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan
hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun
di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk
sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.?

Sengketa TUN juga bisa disebut sebagai sengketa yang disebabkan antara
orang/badan hukum perdata dengan badan/pejabat TUN akibat dikeluarkannya
suatu keputusan TUN.? Dalam ilmu hukum ada suatu asas* bahwa selama suatu

Keputusan TUN tidak digugat oleh pihak yang berkepentingan dan tidak

! Pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2 pasal 1 Angka 10 UU No.51 Tahun 2009.

3 Rozali Abdullah,S.H.,Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers ,Jakarta, 1992,
him. 21.

4Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003, him.34.



dibatalkan oleh Hakim, maka putusan itu selalu dianggap sah menurut hukum.’
Berdasarkan pemahaman akan asas tersebut tentunya kehadiran PTUN berfungsi
Jjudicial reviewhanya beschikking yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN
yang dinilai bertentangan dengan hukum.

Badan atau Pejabat TUN adalah Pejabat yang melaksanakan urusan
pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.® Jadi, suatu
badan bisa disebut Badan Tata usaha negara jika menurut peraturan perundang-
undangan mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Siapa
saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat
dianggap berkedudukan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara.” Dan adapun
yang dimaksud dengan tindakan Pejabat TUN adalah®:

1. Tindakan Mengeluarkan keputusan, yang disebut ketetapan
administrasi atau beschikking,
2. Tindakan mengeluarkan peraturan atau regel/ing dan,
3. Tindakan melakukan perbuataan materiil atau perbuatan wajar.
Ketiga tindakan pejabat TUN tersebut yang dapat menjadi obyek sengketa PTUN,

hanyalah tindakan pejabat TUN yang dalam kategori mengeluarkan keputusan

5 Indroharto, .Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku Il
Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1993,hIm. 27.

® Pasal 1 angka 8 UU No.51 Tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara.

" Indroharto. Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pustaka
Sinar Harapan. Jakarta. HIm.67-68

8 Prof.Soehino,, Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara,Liberty, Y ogyakarta, 2000, him.3.



(beschikking). Kaedahnya ini terdapat pada Pasal 1 Angka (10) UU No. 51 Tahun
2009 tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang
berbunyi :

“sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata
usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat
tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkan nya
keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dalam Referensi lain sengketa TUN lain juga disebut sengketa TUN
merupakan sengketa yang timbul di bidang TUN antara orang atau badan hukum
perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, akibat dikeluarkan nya suatu Keputusan
TUN.? Keputusan Badan atau Pejabat TUN adalah Keputusan atau Penetapan
tertulis, atau yang disamakan dengan itu, yang dikeluarkan atau ditolak
dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan TUN.!® Maka dapat disimpulkan bahwa
kompetensi absolut TUN hanya menyangkut mengadili dan memutus Keputusan
TUN.

Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara
yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat

konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

°Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, him.
31

%Darwan Prist. Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara, Citra Aditya Bakti, Bandung,
him.30.



atau badan hukum perdata.!’ Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa
keputusan TUN merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau
pejabat TUN berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku,
bersifat konkrit, individual dan final."?’Kenyataan yang ada dalam skripsi yang
penulis angkat terdapat berbagai fakta bahwa Objek sengketa pada PTUN adalah
Keputusan yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Swasta (privat/partikelir). Dan
tergugat dalam sengketa ini merupakan Rektor Perguruan Tinggi Swasta atau
orang perdata/privat/partikelir.

Keputusan Rektor Perguruan Tinggi Swasta yang menjadi obyek sengketa
TUN. Yang mana objek sengketa TUN seharusnya Keputusan tata usaha negara
sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 dan Keputusan fiktif negatif berdasarkan
Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004.

Tipologi KTUN menurut Hukum Administrasi Negara (dan UU PTUN)
terdapat 3 yaitu :

1.Faktual (berupa tindakan),

2.Tertulis dan,

3.Sikap diam (hal ini terdapat dalam pasal 3 UU 5/86)

Tidak semua KTUN yang tertulis dapat menjadi obyek sengketa TUN
karena harus KTUN yang dikualisir yaitu yang dikeluarkan oleh badan/pejabat

TUN, bersifat final, konkret, individual dan Menimbulkan akibat hukum. Makna

1pPhilipus M. Hadjon,.Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada University Press,
Yogyakarta. HIm .137.

1250egijatno Tjakranegara, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia ,Sinar Grafika,
Jakarta, 1992, him.4.



tertulis dalam suatu KTUN ditujukan pada isi dan bukan formatnya. Rektor
Perguruan Tinggi Swasta ketika melaksanakan urusan pemerintahan seperti
halnya pendidikan apakah bisa menjadi dalih bisa dikatakan sebagai Badan/Pejabat
TUN.

Sebagaimana contoh yang menjadi obyek studi penelitian ini adalahtiga
putusan Pengadilan dalam sengketa TUN yaitu Putusan No: 48/G/2009/PTUN-
SMG, Putusan No: 10/G/2010/PTUN-SMD dan Putusan No: 307/K/TUN/2015
dalam ketiga putusan tersebut , keputusan unsur Perguruan Tinggi Swasta ternyata
telah menjadi obyek sengketa PTUN. Menurut tafsir para hakim PTUN, keputusan
seperti ini ada yang termasuk dalam kategori keputusan TUN, namun ada juga
yang mengatakan bahwa sebaliknya, suatu pertentangan didalam hukum conflict
within the law yang harusnya tidak boleh terjadi.

Suatu studi perbandingan antara UU No.2 Tahun 2004 jo. UU No 13 Tahun

2003 dengan pasal 1 Angka (10) UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua
UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN, Apakah Rektor Perguruan Tinggi Swasta
merupakan badan/pejabat hukum? adalah masalah yang penting setelah keberadaan
UU No. 2 Tahun 2004 yang tidak lagi menghendaki sengketa Perguruan Tinggi
Swasta dimasukkan dalam sengketa kewenangan PTUN.

Sesuai dengan unsur Pasal 1 Angka (8) UU No.51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN yakni Badan atau
Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mengacu Pasal

tersebut, apakah jabatan Rektor Perguruan Tinggi Swasta bisa dikatakan Pejabat



TUN. Sedangkan yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan " adalah kegiatan
yang bersifat eksekutif, dalam keyataannya Badan atau Pejabat Tata usaha negara
tidak sekedar melaksanakan peraturan perundang-undangan saja, karena urusan
pemerintahan yang tidak ada atau belum diatur oleh peraturan perundang-undangan
atau semua peraturan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan
berlaku belum menampung semua urusan pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan meneliti hal-hal yang
berkaitan dengan figih siyasah. Pengertian figih siayasah adalah salah satu hukum
islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam
bernegara demi mencapai kemaslahan bagi manusia itu sendiri, sebagai ilmu
ketatanegaraan dalam islam, figih siayasah antara lain membicarakan tentang siapa
sumber keuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara
pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada
siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawab kekuasaannya'’

Pengertian Figh Siyasah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah ilmu yang
membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan semisal (bagaimana
mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan yang sesuai dengan
prinsip-prinsip islam, kendatipun mengenai penataan semua persolaan tersebut
tidak ada dalil khusus yang mengaturnya.'* Kemudian Ahmad Fathi Bahansi

menyatakan figih siyasah merupakan pengaturan kemaslahatan manusia

13 Muhammad igbal, figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,(Jakarta; Gaya Media
Pratama,2001) him. 4
14 Mujar 1bnu Syarif & Khamami Zada . Figh Siyasah. Erlangga. 2008. HIm.10



berdasarkan syara. !> Pengertian lain yang semakna adalah yang disampaikan oleh
Ali Syariati bahwa ia tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan “khidmah "tetapi
juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan “Gs/ah’.

Objek kajian figh siyasah menurut Abdul Khallaf adalah pengaturan
perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus sesuai dengan pokok-pokok
ajaran agama dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi
kebutuhan mereka, sedangkan menurut Hasbi Ashshiddigie objek kajiannya
merupakan pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan
pentabdirannya, dengan mengingat persesuaian pentabdiran itu dengan jiwa syariah
yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu
nash dari nash-nash yang merupakan syariah ammah yang tetap.

Dalam kajian figh siyasah, kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam
dalam mengatur masalah kenegaraan disebut kekuasaan eksekutif dengan istilah a/-
sulthah al-tanfidz’iyah, untuk kekuasaan yudikatif (al-sulthah al-qadha’iyah),
sedangkan legislasi disebut juga dengan a/-sulthah al-tasyri’iyah, yaitu kekuasaan
pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak
seorang pun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat
Islam.

Seperti halnya Hakim PTUN juga harus menerapkan prinsip keadilan
dalam menerima setiap perkara. Didalam Al Qur’an dinyatakan secara tegas dalam

surah An Nisa ayat 58;

15 Djazuli. Figih Siyasah. Prenanda Media. 2003. him.2
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah
Maha Mendengar lagi Maha Melihat.'®
Ayat di atas dapat dipahami bahwa prinsip keadilan telah dinyatakan
secara tersurat di dalam hukum dasar. Keadilan dapat dimaknai menempatkan
sesuatu pada tempatnya. Namun prinsip keadilan yang dimaksud masih merupakan
prinsip yang bersifat universal sehingga perlu adanya penafsiran-penafsiran yang
sesuai dengan kondisi masyarakat di sebuah negara.!” Jadi sudah seharusnya ketika
Perguruan Tinggi Swasta mengajukan sengketa pada PTUN apakah hakim bisa
sengketa mengingat KTUN yang dikeluarkan adalah dari rektor Perguruan Tinggi
Swasta.
Sehingga penulis tertarik untuk meneliti apakah KTUN yang dikeluarkan
oleh perguruan tinggi swasta itu menjadi kompetensi absolut PTUN sehingga

penulis melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Figih Siyasah

16 Q.S. An Nisa 58 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

17 D. Ayu Sobiroh, Tinjauan Figh Dusturi Terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam
Penyelesaian Sengketa Pilpres. Jurnal Al-Qanun, Vol. 18. Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSA.
2015, him. 172



Terhadap Kompetensi Absolut PTUN terkait KTUN yang dilakukan oleh Rektor

Perguruan Tinggi Swasta”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai kompetensi absolut PTUN terkait
KTUN yang dikeluarkan oleh Rektor Perguruan Tinggi Swasta terdapat beberapa
masalah yang dapat diidentifikasi adalah;

1. Siapa saja yang bisa disebut sebagai Badan/Pejabat TUN

2. Kompetensi Absolut TUN dalam menangani sengketa

3. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

4. Urusan pemerintahan yang dimaksud dalam Undang-Undang PTUN.

5. Analisis Figih Siyasah terhadap KTUN yang dikeluarkan.

6. Pertimbangan Hakim dalam menerima perkara yang diajukan oleh

perguruan tinggi swasta .

2. Batasan Masalah

Pembahasan yang lebih spesifik dalam membahas masalah dilakukan untuk
mendapatkan penjelasan yang lengkap dan jelas serta tidak meluas dengan
membatasi masalah yang akan dikaji, yaitu;

1. Kompetensi Absolut PTUN terkait KTUN yang dikeluarkan oleh Rektor

Perguruan Tinggi Swasta?
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2. Tinjauan Figih Siyasah terhadap Kompetensi bbsolut PTUN terkait KTUN

yang dikeluarkan oleh Rektor Perguruan Tinggi Swasta?

C. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang diatas dan pembatasan masalah yang akan dikaji
maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut;
1. Bagaimana kompetensi Absolut PTUN terkait KTUN yang dikeluarkan
oleh Rektor Perguruan Tinggi Swasta?
2. Bagaimana Tinjauan Figih Siyasah terhadap Kompetensi Absolut PTUN
terkait KTUN yang dikeluarkan oleh Rektor Perguruan Tinggi Swasta??
E. Kajian Pustaka
Berikut akan diuraikan secara ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah
pernah dilakukan di seputar masalah Kompetensi Absolut PTUN. Agar tidak
terjadi pengulangan atau duplikasi kajian/penelitian. Kajian/penelitian berikut
adalah yang dapat ditemukan oleh penulis sejauh yang berkenaaan dengan
masalah-masalah yang akan ditulis.
1. Skripsi dengan judul “ Kompetensi Absolut PTUN dalam Memutus Obyek
Sengketa Hubungan Industrial antara Yayasan Perguruan Swasta dengan
Dosen atau Karyawan Yayasan Perguruan Tinggi Swasta” yang ditulis oleh
Lorenly Nainggolan dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya
Wacana pada tahun 2012. Dalam simpulannya skripsi tersebut menyatakan

beberapa poin penting;
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a. Keputusan TUN merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha
negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum perdata.

b. Suatu badan bisa disebut Badan Tata usaha negara jika menurut peraturan
perundang-undangan mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan
pemerintahan. Siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang
urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai badan
atau pejabat tata usaha negara

c. Wewenang pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan
kenegaraan berasal dari peraturan perundang-undangan atau dalam ilmu
hukum disebut legalitas, kewenangan yang diberikan dalam undang-
undang itu kemudian dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni melalui
atribusi, delegasi dan mandat.

2. Jurnal dengan judul “Pergerseran Kompetensi Absolut PTUN dalam Sistem
Hukum Indonesia” yang ditulis oleh Despan Heryansah dari Pascasarjana
Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Dalam simpulannya terdapat poin penting
yakni :

a. Pergeseran kompetensi absolut PTUN menimbulkan beberapa masalah, baik
dalam peristilahan yang terdapat dalam UU maupun dalam upaya

melaksankannya. Problematika itu antara lain masih diakuinya eksistensi
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upaya administratif, kekacauan peristilahan “keputusan dan/atau tindakan”
karena secara teoritis kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang sangat
mendasar , SDM yang dimiliki oleh PTUN belum dididik untuk mengadili
kompetensi absolut baru yang dimilikinya.

b. Dalam UU No.5 Tahun 1986, PTUN hanya diberikan kewenangan untuk
mengadili perkara beshicking dan sengketa kepegawaian saja. Namun karena
semakin luasnya intervensi pemerintahanterhadap kehidupan warga negara
sebagai konsekuensi dari konsepsi negara kesesejahteraan, maka
perlindungan terhadap warga negara dari penyalahgunaan wewenang yang
dilakukan Pejabat TUN juga semakin diperketat.

3. Jurnal dengan judul “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara
Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan” yang ditulis oleh Yodi Martono Wahyunardi dari Doktor
Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta. Yang simpulannya terdapat poin
penting yakni:

a. Pemerintahan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 87 tidaktepat karena
telah memuat perubahan secara terselubung ketentuan Pasal langka 9
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara. Perubahan secara terselubung suatu aturan di dalam Peraturan
Perundang - undangan tidak dibenarkan ditempatkan di dalam Ketentuan

Peralihan.
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b. Beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan memberi peluang untuk memperluas

kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

c. Dinormakan dan diperincinya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

(AUPB) di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan telah membuat rigid AUPB itu sendiri
tidak sesuai dengan hakekat AUPB yang merupakan hukum tidak tertulis
dan bersifat elastis mengikuti perkembangan praktek pemerintahan dan
peradilan tata usahanegara. Ketika asas sudah dinormakan maka ia menjadi

undang-undang tidak dapat lagi disebut sebagai asas.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah;

1.

Untuk mengetahui bagaimana kompetensi absolut TUN dalam menangani
sengketa Perguruan Tinggi Swasta.

Untuk mengetahui tinjavan figih siyasah terhadap kompetensi Absolut
PTUN terkait KTUN yang dikeluarkan oleh rektor Perguruan Tinggi

Swasta.
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G. Kegunaan Hasil Penelitian
Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, diharapkan dapat
memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penulisan ini diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis bagaimana
mestinya kompetensi absolut PTUN dalam menangani sengketa Perguruan
Tinggi Swasa, Selain itu penulisan ini diharapkan dapat memperkaya ilmu
pengetahuan yang untuk lebih spesifiknya bagi pengembangan teori ilmu

hukum, terutama Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan / sumbangan
terhadap PTUN terkait Keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor Perguruan
Tinggi Swasta.
H. Definisi Operasional
Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan
pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam
judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Tinjauvan Fiqih Siyasah
Terhadap Kompetensi Absolut PTUN terkait KTUN yang dikeluarkan oleh Rektor
Perguruan Tinggi Swasta, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:
1. Fiqih Siyasah
Ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat

dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang
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dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran
dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.!®

2. Kompetensi Absolut PTUN
Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa TUN.!” Yang mana
mengadili dan memutuskan keputusan TUN dan pihak dalam sengketa ini
merupakan warga negara, individual, badan hukum perdata melawan badan
/ pejabat TUN.

3. KTUN
Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN
yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasaran peraturan perundang-
undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.?’

I. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif. Penelitian
normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma
atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan

hukum, doktrin, serta yurisprudensi.?!

18 J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran). Yogyakarta, Penerbit
Ombak. 2014, him. 28

19 Pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 jo

20 pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986

2L Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta, Raja Grafindo

Persada. 2004, him. 119
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2. Sumber Data
Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai
apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber
penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum
sekunder.??
2.1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya
mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
2.2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan
komentar-komentar atas putusan pengadilan.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
studi kepustakaan (/ibrary research). Studi kepustakaan ialah suatu metode yang
berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau
bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan
ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari dan

mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-

22 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta, Prenadamedia Group. 2016, him. 181
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undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat
kabar, artikel, majalah atau jurnal-jurnal hukum, maupun pendapat para sarjana
yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dapat menunjang
penyelesaian penelitian ini.
3. Teknik Analisis Data
Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan

disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam
bentuk deskriptif. Analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan
data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi
penafsiran dan kesimpulan.
4. Sistematiaka Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi perlu kiranya
daigambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sitematikanya. Sitematika
penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi
skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan
skripsi.
5.1. Bagian Awal

Sampul luar, sampul dalam, pernyataan keaslian, persetujuan pembimbing,
pengesahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.
5.2. Bagian Pokok
5.2.1. BAB I Pendahuluan

Berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, indentifikasi masalah,

batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan
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hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.
5.2.2. BAB II Kerangka Konseptual

Berisi penjelasan teoritis sebagai landasan analisis dalam melakukan
penelitian. Bahasan ditekankan pada penjabaran disiplin keilmuan tertentu dengan
bidang penelitian yang akan dilakukan dan sedapat mungkin mencakup seluruh
perkembangan teori keilmuan tersebut sampai perkembangan terbaru yang
diungkap secara akumulatif dan didekati secara analistis.
3.2.3. BAB III Objek Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang batasan operasional, definisi operasional,
tempat atau lokasi, jadwal atau waktu penelitian, jenis, pengumpulan, dan metode
analis.
3.2.4. BAB IV Analisis

Bab analisis memuat analisis terhadap temuan bahan-bahan hukum
penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian,
menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan
pengetahuan dengan teori yang ada.
5.2.4. BAB V Penutup

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat dengan
ringkas, jelas, tidak memuat hal-hal baru di luar masalah yang dibahas, dan
memperhatiakan konsistensi kaitan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Saran dibuat tidak keluar dari pokok masalah yang dibahas dan harus jelas
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ditujukan kepada siapa. Saran berisi tentang implikasi, tindak lanjut penelitian dan
saran-saran atau rekomendasi.
5.3. Bagian Akhir

Berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BABII
TINJAUN UMUM FIQIH SIYASAH
A. Pengertian Figh Siyasah

Figh secara etimologi (bahasa) adalah pengertian atau paham?? dari maksud
ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud
perkataan dan perbuatan.?* Sedangkan menurut terminologis (istilah), Figh adalah
pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal
perbuatan. Jadi, Figh merupakan pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang
bersumber dari Alquran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan
penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai
hukum agama islam. Sehingga figh menurut bahasa adalah pengertian atau

pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.?’
Sedangkan secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara’ (hukum
Islam), figh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’
mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci,
yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-
Qur’an dan Sunnah). Jadi menurut istilah, figh adalah pengetahuan mengenai
hukum agama Islam yang bersumber dar Al-Qur’an dan Sunnah yang disusun oleh
mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Atau bisa diartiakn sebagai ilmu

pengetahuan mengenai hukum Islam.

23 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar llmu Figh, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 17

24]. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Yogyakarta: Ombak, 2014),
23.

23 J. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 21-22.

20
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Secara etimologis, kata siyasah merupakan bentuk masdar dari sasa, yasusu
yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah.
Dalam pengertian lain, kata siyasah dapat juga dimaknai sebagai politik dan
penetapan suatu bentuk kebijakan. Kata sasa memiliki sinonim dengan kata
dabbara yang berarti mengatur, memimpin (fo lead), memerintah (fo govern), dan
kebijakan pemerintah (policy of government).

Kata siyasah dilihat dari makna terminologi terdapat perbedaan pendapat di
kalangan ahli hukum Islam. Ibnu Manzhur mengartikan s/yasah berarti mengatur
sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahhab Khalaf
mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara
ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Sementara itu
Abdurrahman mengartikan siyasah sebagai hukum dan peradilan, lembaga
pelaksanaan administrasi dan hubungan dengan negara lain.?®

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengeritan figh siyasah adalah
suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa
dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah
kemudharatan. ~ Suyuthi Pulungan dalam bukunya “Figh Siyasah”
mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk
pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan
kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-

dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa figh

26 Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 7.
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siyasah dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam
dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.?’

Objek kajian didalam Figh Siyasah menurut pendapat dari Hasbi Ash
Shiddieqy yakni meliputi:

1. siyasah dusturriyah syar’iyyah,

2. siyasah tasyri’iyyah syar’iyyah,

3. siyasah qada’iyyah syar’iyyah,

4. siyasah maliyah syar’iyyah,

5. siyasah idariyah syar’iyyah,

6. siyasah kharijiyyah syar’iyyahl siyasah dawliyah,

N

siyasah tanfiziyyah syar’iyyah, siyasah harbiyyah syar’iyyah®

Menurut A.Djazuli, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang
menuntut pengaturan siyasah, dibedakan: Figh siyasah dusturiyyah, yang
mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan
warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu
negara. Figh siyasah dawliyyah, yang mengatur antara warga negara dengan
lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara
dari negara lain. Figh siyasah maliyyah yang mengatur tentang pemasukan,

pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.?’

27]. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 26.

B A.Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah,
(Jakarta: Kencana, 2009), 30.

» Ibid., 31.
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Jika mengkaji tentang peradilan Islam, tentu tidak akan lepas dari pengadilan,
karena keduanya senantiasa melekat dan tidak mungkin dipisahkan, bagaikan anak
panah dengan busurnya. Karena pada dasarnya, pengadilan itu merupakan tempat
diselenggarakannya peradilan. Dalam fikih islam ada tiga bentuk Wilayah
peradilan, yakni:3°

1. Wilayah al-Qada yakni lembaga peradilan dengan kekuasaan
menyelesaikan berbagai kasus, disebut juga peradilan biasa.

2. Wilayah al-Mazalim, yakni lembaga peradilan yang menangani berbagai
kasus penganiayaan penguasa terhadap rakyat dan penyalahgunaan
wewenang oleh penguasa dan perangkatnya.

3. Wilayah al-Hisbah, yakni lembaga peradilan yang menangani berbagai
kasus pelanggaran moral dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar.

Menurut Jaenal Aripin terdapat satu lagi wilayah peradilan dalam Islam, yakni

Wilayah al-Mahkamah al-Asykar’iyyah. Lembaga peradilan ini mulai ada pada
masa pemerintahan Bani Abbas. Nama lainnya adalah peradilan militer. Hakimnya
adalah gadhi al-jund atau qadhi al-asykar. Tugasnya menghadiri sidang-sidang

yang menyangkut tentang anggota militer atau tentara.’!

30 Alaiddin Koto, et al., Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 15.
31 Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2008), 169.
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B. Ruang Lingkup Figh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup figh siyasah.
Perbedaan itu setidaknya dapat dilihat dari jumlah pembagian masing-masing
ulama. Namun perbedaan demikian bukanlah suatu hal yang prinsipil. Misalnya
Abdul Wahhab Khalaf membagi figh siyasah dalam tiga bidang kajian, yakni:

1. Siyasah Qadlaiyyah;

2. Siyasah Dauliyyah;

3. Siyasah Maliyah.

Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul “a/-Ahkam al-Sulthaniyyah,
membagai ruang lingkup figh siyasah ke dalam lima bagian, yaitu:3?

1. Siyasah Dusturiyyah

2. Siyasah Maliyyah;

3. Siyasah Qadlaiyyah;

4. Siyasah Harbiyyah;

5. Siyasah Idariyyah.

Selanjutnya oleh Imam Ibn Taimiyyah di dalam kitabnya yang berjudul a/-
Siyasahal-Shar’iyyah, ruang lingkup figh siyasah adalah sebagai berikut:

1. Siyasah Qadlaiyyah;

2. Siyasah Idariyyah;

3. Siyvasah Maliyyah;

4. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah.

32 Muhammad Igbal, Figh Siyasah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.
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. M. Hasbi membagi ruang lingkup figh siyasah menjadi delapan bidang,

. Siyasah Dusturiyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan tentang peraturan

perundang-undangan;

. Siyasah Tasyri’iyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan tentang penetapan

hukum;

. Siyasah Maliyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter;
. Siyasah Qadlaiyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan peradilan;
. Siyasah Idariyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan administrasi negara;

. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan

luar negeri dan hubungan internasional;

7. Siyasah Tantidziyyah Shar’iyyah yaitu politik pelaksanaan undang-undang;

8.

Siyvasah Harbiyyah Shar’iyyah yaitu politik peperangan.

Dari beberapa pembagian ruang lingkup figh siyasah di atas dapat

dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yakni:?3

1.

2.

Siyasah Dusturiyyah , disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini
meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri’iyyah oleh
lembaga legislatif, peradilan atau gadlaiyyah oleh lembaga yudikatif, dan
administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau eksekutif;

Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah , disebut juga politik luar negeri.
Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang

muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian

33 Imam Amrusi Jailani, dkk.., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), 15-16.
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ini ada politik masalah peperangan atau Siyasah Harbiyyah, yang mengatur
ketika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang,
tawanan perang, dan gencatan senjata;

3. Siyvasah Maliyyah , disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas
sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara,
perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan

perbankan.

C. Pengertian Siyasah Dusturiyyah

Kata “dusturi’ berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang
yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam
perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota
kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan
ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar
atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur
dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah
negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Di dalam
pembahasan syari’ah digunakan istilah figh dustury, yang artinya adalah prinsip-
prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam
perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.’*

Oleh sebab itu kata dustursama dengan constituion dalam bahasa Inggris, atau

Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata “Dasar” dalam bahasa

34 Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 22.
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Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan berasal dari kata dustur. Dengan
demikian Siyasah Dusturiyyah adalah bagian figh siyasah yang membahas masalah
perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Dalam buku
“Figh Siyasah” karangan Suyuthi Pulungan®, Siyasah Dusturiyyah diartikan
sebagai bagian figh siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang
bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara),
batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-
hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan
rakyat.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar
adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan
kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial,
kekayaan, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan
perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk
memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip figh siyasah akan tercapai.

A. Jazuli mengupas ruang lingkup bidang Siyasah Dusturiyyah menyangkut
masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun
lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian
diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan
kenegaraan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan
dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi

manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di

35 J. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 40.
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depan hukum, tanpa membedakan status manusia. Lebih lanjut A. Jazuli
mempetakan bidang Siyasah Dusturiyyah menyangkut persoalan;
1. imamah, hak dan kewajibannya;
2. rakyat, hak dan kewajibannya,;
3. bai’at;
4. waliyu al-‘ahdi,
5. perwakilan;
6. Ahlul Halli wa al-‘Aqdf,
7. wuzarah dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa
bidang kajian Siyasah Dusturiyyah meliputi: 1) Konstitusi; 2) Legislasi;
3) Ummah; 4)Shura atau demokrasi.*¢
D. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah
Figh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan
kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan figh siayasah dusturiyah
umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat
Al-Quran maupun hadis, maqgosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam
mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan
masyarakat. Karena dalil-dalil ku/liy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam

mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena

36 Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 25-27.
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perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama,

meskipun tidak seluruhnya. Figh siyasah dusturiyah dapat terbagi menjadi: 3’

1.

Bidang siyasah tasyri’iyah, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi,
perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam
satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan
Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.

Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah,
persoalan bai’ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain

Bidang siyasah qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
Bidang siyvasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah
administratif dan kepegawaian.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang

pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain yaitu:

1.

Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis
dan tidaak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di
dalam kenyataanya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi
orang-orang yang diserahi tugas untuk menjalankan pemerintah.3® Sedangkan
para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada

hal-hal praktis.

37 A. Djazuli, Figh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah®,

Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 48

38 Muchtar Affandi, /imu-ilmu Kenegaraan, Alumni, Bandung, 1971, hlm. 157
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2. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak
dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada
sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.

3. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam),
karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan,
yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).*®

4. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang
dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala
negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fugaha memberikan perhatian
yang khusus kepada masalah kepala negara dn pemerintahan ketimbang
masalah kenegaraan lainnya.

5. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai
timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang
lainnya.*

Para fugaha dan ulama Islam yang membicarakan pula bagian-bagian
lainnya dari negara, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu
Rusydi, dan Ibnu Khaldun.*! Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama
dengan constitution dalam Bahasa Iggris, atau Undang-undang Dasar dalam

Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil

% A. Djazuli, Figh Siyasah ,I/mplimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah',
Jakarta, Kencana, 2004, him. 49

40 Wirjono Prodjodikiro, Asas-asas Ilmu Negara dan politik, PT Eresco, Bandung, 1971, hlm. 17-
18

4 A. Djazuli, Figh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah’,
Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 49
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berasal dari kata dustur. Sedangkan penggunaan istilah figh dusturi,
merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah
pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum
sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu
negara, sebagai dustur dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan
dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
dustur tersebut.

Sumber figh dusturi perfama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang
berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy
dan semnagat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang
berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW
di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.*? Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan
khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan.

Meskipun mereka mempunyai perbedaan dai dlam gaya pemerintahannya
sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan
yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.
Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah figh dusturihassil
ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip figh
dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin
dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu

bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat

42 Ibid., him. 53-54
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kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi.
Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang
tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di

perhatikan.

D. Konsep Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyyah
Oleh karena Siyasah Dusturiyyah menyangkut masalah hubungan timbal balik
antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga di dalamnya, yang
kemudian diatur dalam perundang-undangan terkait persoalan kenegaraan,
sehingga menuntut sebuah negara dibagi atas beberapa kekuasaan. Berkenaan
dengan pembagian kekuasaan di dalam sebuah negara, para ulama berbeda dalam
memetakan pembagian kekuasaan dalam sebuah negara.
Kekuasaan (su/tah) dalam konsep negara Islam, oleh Abdul Wahab Khallaf
dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:*
1. Lembaga legislatif (su/tah tashri’iyyah), lembaga ini adalah lembaga negara
yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang;
2. Lembaga eksekutif (sultah tanfidhiyyah), lembaga ini adalah lembaga
negara yang berfungsi menjalankan undang-undang;
3. Lembaga yudikatif (sultah gada’iyyah), lembaga ini adalah lembaga negara

yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

4 Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), 29.
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Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam konsep negara
Islam itu dibagi ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam negara
Islam, yaitu:

1. Sultah Tanfidhiyyah (kekuasaan penyelenggara undang-undang);

2. Sultah Tashri’iyyah (kekuasaan pembuat undang-undang);

3. Sultah Qada’iyyah (kekuasaan kehakiman);

4. Sultah Maliyah (kekuasaan keuangan);

5. Sultah Muragabah wa Tagwin (kekuasaan pengawasan masyarakat).

Adapun mengenai pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk
menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan
penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada
yang punya hak, melindungai orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta
wakaf dan lain-lain.

Tujuan pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar
dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenaran
supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah. Lembaga
peradilan menurut para ulama fikih merupakan lembaga independen yang tidak
membedakan pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majelis hakim. Lembaga
peradialan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas
pemerintahan umum. Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam
konsep Hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang
ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi Wilayah al-Qada’, Wilayah al-

Mazalim, dan Wilayah al-Hisbah. Wilayah al-Qada’ adalah lembaga peradilan
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untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun
pidana.

Wilayah al-Hisbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk
menjalankan amar ma’ruf ketika yang ma’ruf mulai ditinggalkan orang, dan
mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga Wilayah al-
Hisbah adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-
persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari Wilayah al-Qada’. Wewenang
Wilayah al-Hisbah menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala
bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT.

Adapun Wilayah al-Mazalim adalah lembaga peradilan yang secara khusus
menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.
Wilayah al-Mazalim didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat
dari perbuatan =zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya. Untuk
mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk
menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang
dimaksudkan penguasa dalam definisi ini menurut al-Mawardi adalah seluruh
jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah.

E. Wilayah al-Mazalim

Kata Wilayah al-Mazalim merupakan gabungan dua kata, yaitu Wilayah dan
al-Mazalim. Kata Wilayah secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan
pemerintahan. Sedangkan kata a/-Mazalim adalah bentuk jamak dari Mazalimah
yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman.

Secara terminologi Wilayah al-Mazalim berarti kekuasaan pengadilan yang lebih
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tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus
yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat
biasa. Wilayah al-Mazalim bertugas mengadili para pejabat negara, meliputi
khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada
rakyat.**

Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan
oleh para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya,
tetap dianggap sebagai tidak kezaliman, sehinga diserahkan kepada khalifah agar
dialah yang memutuskan tindak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang
menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut dengan Qad’i al-Mazalim,
artinya perkara-perkara yang menyangkut masalah figh siyasah oleh Wilayah al-
Mazalim akan diangkat Qadi al-Mazalim untuk menyelesaikan segala tindak
kezaliman.®

Dari situ terlihat bahwa Wilayah al-Mazalim memiliki wewenang untuk
memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut
aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-
hukum syara’ atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan
yang sesuai dengan fabanni(adopsi) penguasa, maka memberikan keputusan dalam
perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Artinya,

perkara itu harus dikembalikan kepada Wilayah al-Mazalim atau keputusan Allah

4 A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: AMZAH, 2012), 113.
4 Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), 33.
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dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam

Wilayah al-Mazalim mempunyai putusan final 6

1. Sejarah Wilayah al-Mazalim

Wilayah al-Mazalim sudah dikenal di Arab sebelum Islam. Hal ini wujud dari
komitmen orang-orang Quraisy untuk menolak segala bentuk kezaliman sekaligus
memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi. Dalam satu ruwayat
dari az-Zubair bin Bakar tercatat bahwa ada seorang lai-laki Yaman yang berasal
dari Bani Zubaid datang ke kota Mekah untuk berdagang. Kemudian ada orang
dari Bani Sahm (dalam riwayat lain ada yang menyebut bernama al-Ash bin Wail)
membeli dagangannya. Laki-laki yang membeli tersebut mengambil barang
melebihi jumlah yang ditentukan. Saat si pedagang meminta kembali barang yang
diambilnya ia menolak. Akhirnya, hilanglah kesabaran si pedagang dan ia berteriak
di atas ebongkah batu di samping Ka’bah seraya melantunkan syair yang berisi
kecaman terhadap kazaliman yang ia rasakan. Tindakan si pedagang tersebut
ternyata mendapat respon dari orang-orang Quraisy. Hal ini terlihat dari intervensi
Abu Sufyan dan Abbas bin Abdul Muthalib dalam membantu mengembalikan hak
si pedagang tersebut. Orang-orang Quraisy berkumpul di rumah Abdullah bin
Jadz’an untuk membuat kesepakatan menolak segala bentuk kezaliman di Mekah
sehingga peristiwa yang telah terjadi tidak terulang. Kesepakatan itu dikenal
dengan “Hif al-Fudhul’. Pada saat peristiwa tersebut terjadi, Nabi baru berusia 25

tahun.

4 Ibid, 34.
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Pada masa Nabi, beliau pernah memerankan fungsi ini ketika terjadi kasus
irigasi yang dipertentangkan oleh Zubair bin Awwam dengan seseorang dari
golongan Anshar. Seseorang darai golongan Anshar tersebut berkata, “alirkan air
tersebut ke sini”’, namun Zubair menolak. Kemudian Nabi berkata, “Wahai Zubair,
alirkan air tersebut ke lahnmu, kemudian alirkan air tersebut ke lahan
tetanggamu”. Orang Anshar tersebut marah mendenganr ucapan Nabi seraya
berkata, “Wahai Nabi, (pantas kamu mengutamakan dia) bukankah dia anak
pamanmu?”’ mendengar jawaban ini, memerahlah wajah Nabi seraya berkata,
“Wahai Zubair, alirkanlah air tersebut ke perutnya hingga sampai ke kedua mata
kakinya”.4’

Pada masa khalifah para sahabat disibukkan dengan berbagai aktivitas jihad,
sedang para khalifah dan bawahannya berusaha keras dalam menegakkan keadilan,
kebenaran, dan mengembalikan hak orang-orang yang dizalimi sehingga kasus-
kasus yang menjadi kompetensi Wilayah al-Mazalim sangat sedikit jumlahnya.
Pada waktu itu, apabila para sahabat merasa kebingungan terhadap suatu
permasalahan, mereka mencukupkan diri kembali kepada hukum al-gadha.

Meskipun ada indikasi-indikasi yang mengatakan behwa peradilan mazalim
sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi dan Khulafa ar-Rasyidin, namun
keberadaannya belum diatur secara khusus.

Pada masa khalifah Bani Umayyah, Wilayah al-Mazalim menjadi lembaga
khusus tepatnya pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan (685-705M).

[a adalah penguasa Islam pertama yang membentuk lembaga al-Mazalim

47 A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: AMZAH, 2012), 114.
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(Peradilan Khusus).*® Ia menyediakan waktu khusus untuk menerima pengaduan
kasus-kasus al-Mazalim. Jika Abdul Malik menemui kesulitan dalam memutuskan
hukum, ia berkonsultasi dan meminta pertimbangan kepada Ibnu Idris al-Azdi.

Hal ini berlangsung pada khalifah-khalifah selanjutnya. Pada masa Umar bin
Abdul Aziz, lembaga al-Mazalim makin efektif. Khalifah Umar terkenal dengan
keadilannya sehingga lembaga ini digunakan sebaik mungkin demi menegakkan
keadilan. Misalnya, ia mengembalikan tanah-tanah yang dirampas oleh Walik
kepada pemiliknya, ia kembalikan pula rumah yang dirampas oleh Abdul Malik
bin Sulaiman kepada Ibrahim bin Thalhah.

Dengan demikian, pada masa Umayyah Wilayah al-Mazalim telah
menemukan bentuknya meskipun belum sempurna. Hal ini terjadi karena
pelaksanaan Wilayah al-Mazalim masih di tangan penguasa. Keberpihakannya
kepada keadilan dan kebenaran sangat tergantung kepada keadilan dan kejujuran
penguasa itu sendiri, Umar bin Abdul Aziz berhasil dengan peradilan a/-Mazalim-
nya karena dia adalah seorang yang jujur dan adil.

Pada masa Bani Abbasiyah, Wilayah al-Mazalim masih tetap mendapat
perhatian besar. Diceritakan pada hari Ahad, khalifah al-Makmun sedang
membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk mengadukan kezaliman yang
dilakukan oleh pejabat, datang seorang wanita dengan pakaian jelek tampak dalam
kesedihan. Wanita tersebut mengadukan bahwa anak sang khalifah al-Abbas

menzaliminya dengan merampas tanah haknya. Kemudian sang khalifah

4 Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011),
75.
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memerintahkan hakim, Yahya bin Aktsam, untuk menyidangkan kasus tersebtu di
depan sang khalifah. Di tengah perdebatan, tiba-tiba wanita tersebut
mengeluarkan suara lantang sampai mengalahkan suara al-Abbas sehingga para
pengawal istana mencelanya. Kemudian khalifah al-Makmun berkata,
“Dakwaannya benar, kebenaran membuatnya berani bicara dan kebatilan membuat
anakku membisu”. Kemudian hakim mengembalikan hak si wanita dan hukuman
ditimpahkan kepada anak sang khalifah.

2. Kompetensi Wilayah al-Mazalim

Kompetensi absolut yang dimiliki oleh Wilayah al-Mazalim adalah
memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para
hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya,
seperti kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para kerabat khalifah,
pegawai pemerintah, dan hakim-hakim sehingga kekuasaan Wilayah al-Mazalim
lebih luas dari kekuasaan gadha.

Nadhir al-Mazalim memiliki sejumlah wewenang, tugas, dan kompetensi.
Sebagian di antaranya bersifat konsultatif yang berkaitan dengan pengawasan
penerapan hukum syara’, sebagiannya lagi bersifat administratif yang berkaitan
dengan pengawasan kinerja dan perilaku para pejabat negara serta pegawai negara
meski tanpa ada pihak yang mengajukan laporan perkara tindakan kezaliman yang
menimpanya. Sebagian lagi bersifat judisial yang berkaitan dengan penyelesaian
persengketaan yang terjadi antara pejabat negara dan warga negara biasa atau di

antara para warga negara biasa.*

4 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adilatuhu, Jilid 8, (Jakarta, Gema Insani 2011), 378.
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Selanjutnya al-Mawardi menerangkan kompetensi absolut Wilayah al-
Mazalim yaitu sebagai berikut:>°

a) ketidakadilan yang dilakukan para gubernur terhadap rakyat dan penindasan
penguasa terhadap rakyat. Wilayah al-Mazalim tidak boleh membiarkan
kezaliman dan terhadap tingkah laku para penguasa, ia harus menyelidiki
agar mereka berlaku adil, menahan penindasan, dan mencopot mereka yang
apabila tidak bisa berbuat adil;

b) kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan dalam penarikan
pajak. Tugas Wilayah al-Mazalim adalah mengirim utusan untuk
menyelidiki hasil pengumpulan pajak dan harta, dan memerintahkan
kepada para pegawai yang bertugas tersebut untuk mengembalikan
kelebihan penarikan harta dan pajak kepada pemiliknya, baik harta tersebut
sudah diserahkan ke bait al-mal atau untuk dirinya sendiri;

c) para pegawai kantor pemerintahan (Kuttab ad-Dawawin) harus amanah
karena umat Islam memercayakan kepada mereka dalam masalah harta
benda. Tugas Nadhir al-Mazalim adalah meneliti tingkah laku dan
menghukum mereka berdasarkan undang-undang yang berlaku;

d) kezaliman yang dilakukan aparat pemberi gaji kepada orang yang berhak
menerima gaji, baik karena pengurangan atau keterlambatannya dalam
memberikan gaji. Ketika gaji tersebut tidak diberikan atau dikurangi, tugas

Nadhir al-Mazalim adalah memerintahkan kepada pemerintah untuk

59" A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: AMZAH, 2012), 117-118.
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mengembalikan apabila gaji tersebut diambil pemerintah atau
menggantinya dari harta yang diambil dari bait al-mal,

e) mencegah perampasan harta. Perampasan harta ada dua macam, yaitu (1)
ghusub al-Shulthaniyah, yaitu perampasan yang dilakukan oleh para
gubernur yang zalim, baik karena kecintaannya terhadap harta tersebut
atau karena keinginan untuk menzalimi. Tugas Nadhir al-Mazalim adalah
mencegah perbuatan zalim apabilah belum dilakukan, dan bila telah
dilakukan maka tergantung kepada pengaduan orang yang dizalimi
tersebut, (2) perampasan yang dilakukan oleh ‘orang kuat’. Dalam hal ini
pemrosesan perkara tergantung kepada pengaduan atas adanya tindak
kezaliman dan harta yang dirampas tidak bisa diambil kecuali dengan
empat perkara, pengakuan dari orang yang merampas harta tersebut,
perampasan tersebut diketahui oleh wali al-Mazalim dan ia boleh
menetapkan hukum berdasar pengetahuannya, adanya bukti yang
menunjukkan dan menguatkan tindak kezaliman tersebut, dan adanya
berita yang kuat tentang tindak kezaliman tersebut;

f) mengawasi harta-harta wakaf. Harta wakaf ini ada dua macam, (1) wakaf
umum, tugas Nadhir al-Mazalim adalah mengawasi agar harta wakaf
tersebut tidak disalahgunakan, meskipun tidak ada pengaduan tentang
adanya penyimpangan, (2) wakaf khusus, tugas Nadhir al-Mazalim adalah
memproses perkara setelah ada pengaduan mengenai penyimpangan

terhadap wakaf terebut;
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g) menjalankan fungsi hakim. Ketika hakim tidak kuasa menjalankan proses
peradilan karena kewibawaan, status, dan kekuasaan terdakwa lebih besar
dari hakim, Nadhir al-Mazalim harus mempunyai kewibawaan dan
kekuasaan lebih tinggi dari terdakwa,;

h) menjalankan fungsi a/-hisbah ketika ia tidak mampu menjalankan fungsinya
dalam menegakkan perkara-perkara menyangkut kemaslahatan orang
banyak;

i) memelihara ibadah-ibadah yang mengandung syiar Islam seperti perayaan-
perayaan hari raya, haji, dan jihad dengan mengatur agenda dan prosedur
yang perlu dipenuhi karena hak Allah lebih utama daripada hak-hak
lainnya;

j) Nadhir al-Mazalim juga diperbolehkan memeriksa orang-orang yang
bersengketa dan menetapkan hukum bagi mereka, namun fungsi ini tidak
boleh keluar dari aturan-aturan yang berlaku di lembaga gadha.

Lembaga al-Mazalim memiliki wewenang untuk memeriksa suatu perkara
tanpa menungggu pengaduan dari yang bersangkutan. apabila telah diketahui
adanya kecurangan-kecurangan dan penganiayaan-penganiayaan, maka lembaga
al-Mazalim berwenang untuk segera memeriksa tanpa menunggu pengaduan dari
yang bersangkutan. Perkara-perkara tersebut meliputi:>!

a) penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap

golongan;

SUT. M. Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan & Hukum Acara Islam, (Semarang: PT Pustaka Rizki
Putra, 1997)93.
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b) kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat
dan harta-harta kekayaan negara yang lain;
¢) mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat.
3. Keanggotaan Wilayah al-Mazalim

Dalam struktur keanggotaan dewan penanganan a/-Mazalim harus terdapat
lima orang yang mutlak dibutuhkan oleh Nadhir al-Mazalim dan penanganan yang
dilakukannya tidak akan bisa berjalan secara tertib dan lancar kecuali dengan
adanya lima orang tersebut. Mereka adalah:>?

a) para penjaga dan pembantu untuk menyeret tersangka yang kuat dan
menangani tersangka yang berani,

b) para gadhi untuk meminta penjelasan tentang hak-hak yeng tertetapkan
menurut mereka dan untuk mengetahui hal-hal yang berlangsung di
majelis-majelis persidangan mereka di antara pihak-pihak yang berperkara;

¢) para fugahauntuk dijadikan sebagai rujukan di dalam hal yang masih terasa
janggal baginya dan sebagai tempat bertanya tentang hal-hal yang masih
kabur dan belum jelas baginya;

d) para juru tulis untuk mendokumentasikan semua hal yang berlangsung di
antara pihak-pihak yang berperkara, termasuk dakwaan yang ditujukan
kepada mereka atau gugatan yang mereka ajukan;

e) para saksi, yang bertugas untuk menyaksikan hak yang ditetapkan oleh

Nadhir al-Mazalim dan keputusan hukum yang ia putuskan.

52 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adilatuhu, Jilid 8, (Jakarta, Gema Insani 2011), 378.
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Apabila para anggota majelis sidang peradilan al-Mazalim tersebut telah
lengkap, Nadhir al-Mazalim baru memualai tugasnya dalam menangani perkara-

perkara al-Mazalim yang ada.

4. Perbedaan al-Mazalim dan Qadha

Ada beberapa perbedaan antara Wilayah al-Mazalim dan Qadha
sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Mawardi dalam kitabnya “a/-Ahkam as-
Sulthaniyyal”, yakni sebagai berikut:>*

a) Nadhir al-Mazalim mempunyai kewibawaan, kegagahan, dan kekuasaan
yang lebih besar dari yang dimiliki hakim dalam rangka menegakkan
hukum dan mencegah kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa;

b) Nadhir al-Mazalim menangani kasus yang berada di luar wilayah
kewajibannya, dia menangani kasus yang masuk dalam wilayah jawaz
sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi Wilayah al-Mazalim lebih
luas dari yang dimiliki oleh gadha;

¢) Nadhir al-Mazalim boleh melakukan intimidasi terhadap pihak-pihak yang
bersengketa dan melakukan penyelidikan yang mendalam atas sebab-sebab
dan indikasi-indikasi lainnya. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh
hakim demi memperoleh kebenaran asasi dan menunjukkan kebatilan;

d) Nadhir al-Mazalim bertugas mendidik dan meluruskan orang-orang yang

berbuat zalim, sedangkan tugas hakim adalah menghukumnya;

3 H. A. Basiq Djalil, Peradilan Islam (Jakarta: AMZAH, 2012), 120-121.
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e) Nadhir al-Mazalim diperbolehkan terlambat dalam membuat keputusan
karena ia perlu meneliti sebab-sebab timbulnya persengketaan secara
mendalam demi memperoleh kebenaran materil, dan hal ini tidak dilakukan
oleh hakim, Nadhir al-Mazalim juga boleh menunda penetapan hukum,
sedang hakim tidak boleh menunda-nunda penetapan hukum;

f) Nadhir al-Mazalim diperbolehkan menolak salah satu pihak yang
bersengketa apabila dia tidak bersedia menegakkan amanat kebenaran
dalam rangka menyelesaikan persengketaan yang mendatangkan kepuasan
antara kedua belah pihak, sedang hakim tidak boleh menolak salah satu
pihak, kecuali berdasarkan keputusan bersama;

g) Nadhir al-Mazalim boleh melakukan penahanan terhadap pihak-pihak yang
bersengketa jika diketahui adanya usaha penentangan dan kebohongan, dan
dia diperbolehkan meminta jaminan bagi dirinya dalam melakukan
keadilan dan meninggalkan penentangan dan kebohongannya, sedang
hakim tidak diperbolehkan melakukan hal terebut;

h) Nadhir al-Mazalim diperbolehkan mendengarkan saksi yang kredibilitasnya
masih diragukan. Hal ini tidak boleh dilakukan oleh hakim, dia hanya
diperbolehkan mendengarkan para saksi yang adil;

i) Nadhir al-Mazalim diperbolehkan menyuruh para saksi untuk mengucapkan
sumpah jika dia merasa ragu terhadap mereka, sedang hal ini tidak boleh
dilakukan oleh para hakim;

j) Nadhir al-Mazalim diperbolehkan memulai peradilan dengan memanggil

para saksi guna dimintai keterangan mengenai apa yang diketahuinya
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dalam masalah yang sedang dipersengketakan, sedang kebiasaan yang
dilakukan hakim adalah meminta kepada penuntut untuk mengajukan bukti

yang menguatkan dakwaannya.
Dari uraian di atas terlihat bahwa Wilayah al-Mazalim pada masa tersebut
tidak pernah lepas dari perhatian para khalifah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya
pemeriksaan saat menerima perkara dan orang-orang yang bersengketa supaya

tidak ada kecurangan dan tetap tidak keluar dari aturan-aturan yang berlaku.



BAB III
OBYEK PENELITIAN
A. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara

Istilah Tata Usaha Negara di sebagian Perguruan Tinggi di kenal dengan
“Administrasi Negara” alasannya istilah tata usaha negara lebih sempit daripada
istilah administrasi negara itu sendiri. Untuk memudahkan mendalaminya penulis
mempergunakan istilah tata usaha negara sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1986 yaitu administrasi negara yang
melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat
maupun di daerah. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
menurut pasal 144 dapat disebut UU Peradilan Administrasi Negara.>*

Dalam arti luas Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang
menyangkut pejabat-pejabat dan instansi-instansi tata usaha negara baik yang
bersifat perkara pidana, perkara perdata, perkara adat, maupun perkara-perkara
administrasi negara murni. Namun menurut UU No. 9 Tahun 2004 Pasal 4 perkara
PTUN bukan hanya untuk orang atau badan hukum perdata saja melainkan
membolehkan orang asing. >

Pengertian lain menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara yang
selanjutnya disebut PTUN adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi

rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara. Yang dimaksud

% Victor Situmorang. S.H. & Soedibyo S.H. Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta.
PT Rineka Cipta, Cet-2. 1992. him. 16

%5 Djoko Prakoso,.S.H. Menyongsong Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Makalah Diskusi
Mahasiswa Semarang. “lombrosso”
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dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang baik warganegara Indonesia
maupun warga asing dan badan hukum perdata mencari keadilan pada PTUN.
Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diartikan sebagai peradilan khusus yang
menangani perkara sengketa diantara perorangan atau badan hukum perdata
dengan badan atau pejabat tata usaha negara mengenai keputusan tata usaha
negara .>¢

Dalam arti sempit PTUN adalah peradilan yang menyelesaikan perkara-
perakara administrasi negara murni.’’ Pengertian Tata Usaha Murni adalah
Perkara yang tidak mengandung “pelanggaran hukum” pidana maupun perdata.
Melainkan suatu persengketaan yang berpangkal atau berkisar yang mengenai
interpretasi dari suatu pasal atau ketentuan undang-undang dalam arti luas hakim,
jaksa, pengacara serta masyarakat pada umumnya berpegang pada interpretasi
yuridis artinya yang tidak melawan hukum (interpretasi obyektivitas).>
. Kompetensi PTUN

Kompetensi peradilan tata usaha negara terdapat dalam pasal 47 UU No.5
tahun 1986 yaitu, pengadilan bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa tata usaha negara.’® Adapun arti wewenang dalam
pengadilan tata usaha menurut Ateng Syahfrudin terdapat perbedaan antara
wewenang dan kewenangan. Kewenangan adalah apa yang disebut sebagai

kekuasaan formal yaitu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang sedangkan

% Jum Anggriani. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta. Graha llmu . Cet -1, 2012. HIm. 235

5" Djoko Prakoso, Menyongsong Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Makalah Diskusi
Mabhasiswa Semarang. “lombrosso”

%8 Victor Situmorang & Soedibyo . Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta. PT Rineka
Cipta, Cet-2. 1992. him. 16-17

%9 Jum Anggriani. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta. Graha llmu . Cet -1, 2012. HIm. 238
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wewenang hanya menjadi bagian tertentu dari suatu kewenangan. Di dalam
kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtshe voegdheden). *°

Kewenangan yang dimiliki oleh PTUN adalah kewenangan berdasarkan
UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sekaligus merupakan landasan
operasional. Pendapat lain mengenai kompetensi sebagai istilah lain yang sering
pula digunakan untuk merujuk kekuasaan atau kewenangan lembaga. Kompetensi
berasal dari bahasa Latin yaitu “competentia”yang berarti “hetgeen aan jemand
toekomt”( apa yang menjadi wewenang seseorang), yang dalam bahasa Indonesia
hal tersebut sering diartikan dengan “kewenangan” atau “kekuasaan atau hak”
yang dikaitkan dengan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga
badan tersebut menjadi “competence !

Rochmat Soemitro menyebutkan, sengketa timbul antara dua pihak yang
mengganggu serta menimbulkan gangguan dalam tata kehidupan bermasyarakat,
dan untuk menyelesaikan sengketa perlu ada suatu bantuan dari pihak ketiga yang
bersikap netral dan tidak memihak. Pengadilan harus dapat mengatasi dan
menyelesaikan sengketa secara adil, untuk itu masyarakat atau pihak yang
bersengketa harus memiliki kepercayaan bahwa Pengadilan akan menyelesaikan
sengketa secara adil.

Dalam ilmu hukum dikenal adanya kompetensi relatif dan kompetensi

absolut. Kompetensi relatif adalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili

60 Nuryanto A. Daim, 2014, Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh
Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Surabaya, Laksbang Justitia, hIm.39.
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perkara sesuai dengan wilayahnya, sedangkan kompetensi absolut adalah
kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara menurut materi obyek

perkaranya.

1. Kompetensi Relatif PTUN

Kompetensi relatif pengadilan tinggi tata usaha negara diatur dalam pasal
6 UU No.5 tahun 1986 yang selengkapnya berbunyi :

a. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di kotamadya atau ibukota
Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau
kabupaten.

b. Pengadilan Tinggi tata usaha Negara berkedudukan di ibukota provinsi dan

daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

Sedangkan puncak peradilan dalam lingkungan tata usaha negara diatur di
dalam pasal 5 ayat 2 UU No.5 tahun 1986 yang menentukan bahwa, “Kekuasaan
Kehakiman” di lingkungan Peradilan tata usaha negara berpuncak pada Mahkamah
Agung sebagai pengadilan negara Tinggi. Dengan demikian puncak peradilan
dalam lingkungan peradilan tata usaha negara ini sama dengan yang berlaku pada
lingkungan peradilan lainnya(Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan

Militer) yaitu berpuncak pada Mahkamah Agung.®

62 Moh.Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara.Yogyakarta, Liberty. Cet 5 him.
184
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Selain kompetensi yang dikaitan dengan pengadilannya, seperti yang

diatur pasal 6 maka kompetensi relatif yang berkaitan dengan pihak-pihak yang

bersengketa juga mendapatkan pengaturannya sendiri, yakni pengaturan yang

terdapat didalam pasal 54 ayat 1-6 UU No. 5 Tahun 1986 yang selengkapnya

berbunyi:

1.

Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan
yang berwenang didaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
tergugat.

Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan
diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan salah satu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah
hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat
diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan
yang bersangkutan.

Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha
Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Pengaturan Pemerintah,
gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada diluar negri.

Gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
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6. Apabila tergugat berkedudukan didalam negri dan penggugat di luar
negri, gugatan diajukan kepada Pengadilan ditempat kedudukan
tergugat.

Selanjutnya pasal 55 menegaskan bahwa gugatan dapat diajukan hanya

dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau

diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

2. Kompetensi Absolut PTUN

Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur didalam pasal
1 butir 3 UU No. 5 tahun 1986. Seperti yang kita ketahui dalam melaksanakan
tugas-tugasnya Pemerintah itu dapat dinilai oleh Pengadilan. Tetapi tidak semua
tindakan pemerintah dapat diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan
hanya tindakan tertentu saja yang dapat diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara
sedangkan selebihnya menjadi kompetensi Peradilan Umum atau Peradilan Tata
Usaha Militer atau bahkan untuk masalah pembuatan peraturan oleh Pemerintah
maka kewenangan untuk menilainya berada pada Mahkamah Agung melalui
lembaga hak Uji Material.®3

Pemerintah melakukan berbagai tindakan untuk dapat menjalankan tugas
dan fungsi pemerintahan yang disebut dengan tindakan pemerintah
(bestuurshandeling, jamak = bestuurshandelingen). Tindakan pemerintah adalah

setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan

8 Moh.Mahfud MD. Lingkup Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan Kapasitas Tuntutan
atas satu Keputusan Administrasi, Paper dalam Penataran Huku Administrasi Negara, Bandung. 10-
22 Agustus 1987
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pemerintahan (bestuursorgan) dalam menjalankan fungsi pemerintahan
(bestuurstunctie).** Tidak semua pejabat adalah tindakan hukum tata usaha negara

maka itu penulis membuat skema tentang tindakan pemerintah

(bestuurschandeling)
sebagai berikut:
TINDAKAN PEMERINTAHAN
(Bestuurshandeling)
Tindakan materiil Tindakan matenil
(feitelijke handelingen) (feitelijke handelingen)
|
| —1]
| Tindakan hukum privat | I Tindakan hukum publik I
I
| |
| Berbagai pihak | | Sepihak |
I
| I
I Umeam I | Individual |
|
I I
| Abstrak | [ Konmkit |

Dari skema diatas, pengertian tindakan hukum tata usaha negara termasuk dalam
tindakan hukum publik.%> Artinya hukum publik itu merupakan kehendak satu

pihak saja yaitu pemerintah.

6 Sadjijono, op. cit, h. 84.
8 Philipus M. Hadjon,.Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada University Press,
Yogyakarta. HIm .319
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Tindakan Pemerintah yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata
Usaha Negara menurut UU No.5 tahun 1986 kompetensi absolut Peradilan Tata
Usaha adalah Sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan sengketa tata usaha negara
menurut pasal 1 butir 4 adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha
Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata
usaha negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 1 butir e disebutkan bahwa sengketa tata usaha negara bisa
timbul akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara. dengan demikian
kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara minimal mempunyai ciri-ciri
sebagai berikut:

1. Yang bersengketa adalah orang atau badan hukum perdata dengan badan
atau pejabat tata usaha negara.

2. Obyek sengketa adalah keputusan tata usaha yakni penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha.

3. Keputusan yang dijadikan obyek sengketa itu berisi tindakan hukum tata
usaha negara.

4. Keputusan yang dijadikan obyek sengketa itu bersifat konkret, individual
dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

hukum perdata.

 Moh.Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara.Yogyakarta, Liberty. Cet 5 him.
186-187
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Berikut ini dijelaskan dengan singkat pengertian/maksud setiap ciri tersebut:

a. Peradilan tata usaha negara tidak berkompeten mengadili sengketa antara
satu badan tata usaha negara dengan badan tata usaha lainnya. Menurut
pemerintah sengketa antara badan tata usaha negara dapat diselesaikan
dalam intern Pemerintah sendiri.®’

b. Istilah penetapan tertulis menunjuk pada isi, bukan pada bentuk, sehingga
bentuk memo atau nota. Sekalipun dapat memenuhi syarat tertulis dan
dapat dijadikan obyek sengketa asalkan jelas, maksud dan mengenai hal isi
tulisan itu dan jelas kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang
diterapkan didalamnya.

c. Tindakan hukum badan atay pejabat tata usaha negara itu harus merupakan
tindakan hukum dalam bidang tata usaha negara yakni harus bersumber
pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan
hak dan kewajiban pada orang lain. Tindakan hukum perdata, seperti jual
beli, bukan menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara tetapi menjadi
kompetensi peradilan umum.

d. Bersifat konkrit artinya obyeknya berwujud tertentu atau dapat ditentuka,
misalnya izin usaha bagi si B. Bersifat individual artinya tidak ditunjukan
untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju dan jika
dituju lebih dari seorang maka tiap-tiap orang yang terkena keputusan itu

harus disebutkan, misalnya keputusan tentang pembuatan atau pelebaran

67 Ismail Saleh dalam sidang Paripurna DPR tanngal 20 Mei 1986
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jalan harus disertai nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut
tidak menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara. Bersifat final
artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum,
sehingga satu keputusan yang bersifat konkret dan individual jika masih
memerlukan persetujuan instansi lain untuk memberlakukannya tidak bisa

digugat dan diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara.®

C. Obyek Sengketa

Obyek sengketa yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara adalah
perbuatan hukum pemerintah di bidang hukum publik. Perbuatan hukum ini harus
berdasarkan hukum yang berlaku artinya sesuai dengan asas legalitas dalam hukum
administrasi negara. Asas legalitas menurut Sjachran Basah , adalah upaya
mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan
paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar,
yang sifat hakikatnya konstitutif.

Asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dipenuhi,
karena sebagai negara hukum segala tindakan hukum pemerintah harus
berdasarkan hukum yang berlaku dan sekaligus memberi jaminan perlindungan
hukum bagi warga negara. Mengenai tindakan hukum Pemerintah, Van
Vollenhoven berpendapat bahwa tindakan Pemerintah (Bestuurhandeling) adalah

pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh

8 Moh.Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara.Yogyakarta, Liberty. Cet 5 him.
187
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penguasa tinggi dan rendahan. Sementara itu, Komisi Van Poelje dalam
laporannya tahun 1972, menyebutkan “publiek rechtelijke handeling” atau
tindakan dalam hukum publik adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh
penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Pendapat lain di kemukakan Romeijn bahwa tindak pemerintah adalah
tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari satu alat administrasi negara (bestuur organ)
yang mencakup juga perbuatan atau hal-hal yang berada di luar lapangan hukum
tata pemerintahan, seperti keamanan, peradilan dan lain-lain dengan maksud
menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi.®®

Lebih lanjut lagi, perbuatan pemerintah juga dapat di kelompokkan dalam
perbuatan hukum pemerintah di bidang hukum publik dan perbuatan pemerintah
di bidang hukum perdata. Dari jenis serta kelompok perbuatan atau tindakan
hukum pemerintah yang selama ini digunakan dalam praktek penyelengaraan
negara, perlu diberi penjelasan oleh penyusun undang-undang terhadap setiap isi
Pasal 87 karena dapat menimbulkan ketidakjelasan bagi penyelenggara
pemerintahan serta masyarakat. 7

Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, perlu diberi
penjelasan oleh pembuat undang-undang, yaitu jenis dan batasan penetapan
tertulis yang dimaksud serta jenis tindakan faktual yang dimaksud sesuai undang-
undang. Hal ini terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat atau Badan

TUN, apakah kewenangan diperoleh berdasarkan delegasi atau mandat.

8 SF.Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1987, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta,
Liberty, him. 70
™ 1bid,.him. 71
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Keputusan Badan dan / atau Pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif
dan penyelenggara negara lainnya. Hal ini diperlukan karena makin banyaknya
lembaga tinggi negara yang dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan

pemerintahan.

D. Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut KTUN adalah
suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi
tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,”! yang bersifat konkret, individual dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.’”?

KTUN yang bersifat final dalam arti luas, hal ini perlu diberi batasan secara
tegas. Apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara yang bersifat final
dalam arti luas, serta bagaimana cara menentukan atau melakukan
pengelompokkan untuk hal tersebut? Penjelasan Pasal 87 huruf d UU No. 30 Tahun
2014, menjelaskan yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup
Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang. Berdasar
penjelasan tersebut, perlu dipikirkan lebih lanjut mengenai kapan dan dalam
kondisi bagaimana suatu keputusan diambil alih oleh Atasan Pejabat yang

berwenang.

1 Philipus M. Hadjon,. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,. Gajah Mada University Press,
Yogyakarta,hlm. 137

2 Soegijatno Tjakranegara, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Sinar
Grafika, Jakarta.1992.him.4
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Lebih jauh dapat dikaji adalah bahwa obyek sengketa yang berupa
keputusan tata usaha negara yang bersifat final dalam arti luas, dapat saja terjadi
pada saat praktek penyelenggaraan pemerintahan atau dilakukannya diskresi .
Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986, final artinya sudah definitif dan
karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan
persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya dapat
menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, hal inipun juga
harus diberi penjelasan. Karena keputusan tata usaha negara sebagai perbuatan
hukum publik oleh pemerintah tentu menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang
bagaimana yang dapat dikelompokkan sebagai keputusan yang berpotensi
menimbulkan akibat hukum, dan bagaimana cara menentukan potensi tersebut.”?

Keputusan Tata Usaha Negara juga di maknai sebagai keputusan yang
berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan
yang Baik atau selanjutnya disebut AUPB. Ini sesuai dengan isi Pasal 53 ayat (2)
huruf'b UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU
No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa keputusan TUN
yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
dan bertentangan dengan AUPB.

AUPB disini dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan

sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang

8 Aju Putrijanti, Kewenangan serta Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.2015,
Semarang.him. 428
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dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil,
dan terhormat,bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan
penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.

Asas Umum Pemerintahan yang Baik merujuk UU No. 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme. Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) pertama kali di sebut
dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan meliputi asas : kepastian hukum,
tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan
akuntabilitas.

Perkembangan lebih lanjut tentang hal ini terdapat pada Pasal 10 ayat (1)
UU No. 30 Tahun 2014 yang terdiri dari asas : kepastian hukum, kemanfaatan,
ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan,
kepentingan umum dan pelayanan yang baik selain itu AUPB selain yang
disebutkan, dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang
tertuang dalam putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Ketentuan mengenai AUPB selain yang tercantum dalam rumusan pasal juga dapat
menggunakan AUPB yang dijadikan dasar penilaian hakim dalam bentuk putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menunjukkan bahwa
hukum yang hidup di masyarakat .

Obyek sengketa sesuai Pasal 1 huruf ¢ UU Nomor 5 Tahun 1986 yaitu
penetapan tertulis berupa keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit,

individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
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hukum perdata. Perluasan makna keputusan tata usaha negara sesuai Pasal 87 UU
Nomor 30 Tahun 2014 adalah :

a. penetapan tertulis yang juga mencakup perbuatan faktual

b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif,
yudikatif dan penyelenggara negara lainnya.

c. berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB

d. bersifat final dalam arti lebih luas

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau f.

Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Berdasar ketentuan
tersebut di atas, maka yang termasuk keputusan tata usaha negara selain
sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 huruf ¢ UU Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka termasuk pula keputusan tata
usaha negara berdasarkan Pasal 87 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan.

Jadi berdasarkan ketentuan dalam kedua pasal dengan dasar hukum
perundang-undangan yang berbeda, makna keputusan tata usaha negara menjadi
luas. Secara umum ada tiga macam perbuatan pemerintah, yaitu : perbuatan
pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan (regeling),
perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan (materiele daad), perbuatan

pemerintah dalam penerbitan ketetapan (beschikking).
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E. Pejabat Tata Usaha Negara

Badan atau Pejabat TUN adalah Pejabat yang melaksanakan urusan
pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.”* Jadi, suatu
badan bisa disebut Badan Tata usaha negara jika menurut peraturan perundang-
undangan mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

Siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka
ia dapat dianggap berkedudukan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara.”
Juga tidak tertutup kemungkinan kepada apa dan siapa saja diluar aparat resmi
Negara (pihak swasta) berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dapat
melaksanakan urusan pemerintahan. Hal ini dapat dimengerti sebab dalam
kenyataannya kegiatan urusan pemerintahan yang menjadi ajang kegiatan badan
atau jabatan TUN adalah hampir seluruh segi kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, apa saja dan siapa saja tersebut mungkin sekali dan
dapat tidak terbatas pada instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan
dan jajaran pemerintahan saja. Mungkin sekali instansi yang berada dalam
lingkungan kekuasaan diluar lingkungan kekuasaan pemerintah, seperti
kesekretariatan jenderal MPR/DPR maupun kepaniteraan dan kesekretariatan
jenderal Mahkamah agung, bahkan mungkin sekali suatu badan hukum perdata

swasta, orang swasta, universitas, rumah sakit, perusahaan angkutan, universitas

4 Pasal 1 angka 8 UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
S Indroharto. Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pustaka
Sinar Harapan. Jakarta. HIm.67-68
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swasta, yayasan dan sebagainya yang dapat berdasarkan suatu peraturan diberi
tugas untuk melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan.”®

Pengertian badan atau pejabat TUN disini sepintas terkesan adalah orang
yang menduduki jabatan TUN tersebut. Padahal yang dimaksudkan dengan badan
atau pejabat bukanlah orangnya melainkan jabatannya. Seorang gubernur atau
walikota yang sudah pensiun tidak dapat digugat secara pribadi di PTUN karena
Keputusan yang dikeluarkannya pada waktu mereka masih aktif. Apabila terjadi
hal yang demikian maka yang digugat itu adalah gubernur atau walikota yang baru,
karena yang digugat adalah jabatannya bukan pejabat atau orangnya.”’

Dan adapun yang dimaksud dengan tindakan Pejabat TUN adalah :78
a. Tindakan Mengeluarkan keputusan, yang disebut ketetapan administrasi
atau beschikking,
b. Tindakan mengeluarkan peraturan atau regeling dan,
c. Tindakan melakukan perbuataan materiil atau perbuatan wajar.

Ketiga tindakan pejabat TUN tersebut yang dapat menjadi obyek sengketa
PTUN, hanyalah tindakan pejabat TUN yang dalam kategori mengeluarkan
keputusan (beschikking). Sedangkan ketika keputusan itu yang mengeluarkan dari
pihak Rektor Perguruan Tinggi Swasta apakah bisa disebut dengan KTUN? dan

kemudian menjadi Obyek sengketa yang dapat diajukan pada PTUN?

76 Indroharto(1), op. cit. hal. 70.
" Siahaan, op. cit. , hal. 27-28
8 Soehino, Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara,Liberty,Y ogyakarta, 2000, him.3.



BAB IV
ANALISIS
A. Kompetensi Absolut PTUN terkait KTUN yang dikelaurkan oleh Rektor

Perguruan Tinggi Swasta

Peradilan Tata Usaha Negara hadir dengan landasan Undang- Undang No.
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986
yaitu Kompetensi Absolut PTUN adalah Pengadilan bertugas dan berwewenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.”

Dalam ilmu hukum, selama suatu KTUN tidak digugat oleh pihak yang
berkepentingan dan tidak dibatalkan oleh Hakim, Maka putusan itu sah menurut
hukum.®® Berdasarkan pemahaman akan asas tersebut tentunya kehadiran PTUN
berfungsi judicial review atas tindakan badan atau Pejabat TUN. Dalam hal ini
secara khusus, beschikking yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang
dinilai bertentangan dengan hukum.

Sementara itu pengertian KTUN yang merupakan keputusan atau
penetapan tertulis atau yang disamakan dengan itu yang dikeluarkan atau di tolak
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN. 8! Mengacu pada definisi tersebut maka
bisa penulis simpulkan bahwa kompetensi absolut PTUN hanya menyangkut
mengadili dan memutuskan sengketa Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh

Pejabat TUN. Akan tetapi di dalam kenyataan sebagaimana digambarkan dalam

7 Pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

80 Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II
Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1993,hlm. 27.

81 Darwan Prist, Srategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara. Citra Aditya Bakti,. Bandung,.
Hlm. 30
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skripsi ini, terdapat fakta bahwa obyek sengketa pada PTUN adalah keputusan
yang dikeluarkan oleh Rektor Perguruan Tinggi Swasta.

Sebagaimana contoh yang penulis ambil adalah Putusan No.
48/G/2009/PTUN yakni sengketa yang terjadi antara Dosen Psikologi Universitas
Kristen Satya Wacana selanjutnya disebut UKSW, Drs. Aloysius Lukas Soenarjo
Soesilo, MA. Dengan Rektor UKSW saat itu Prof. Kris Herawan Timotius dengan
obyek sengketa yakni SK Rektor UKSW No. 158/Rek/5/2009 tentang
Pemberhentian Dosen Tetap.

Dan Putusan No. 10/G/2010/PTUN-SMD yakni antara Alikuddin Saragih,
SH.. M,.Hum. yang merupakan Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus
1945 Samarinda melawan Rektor UNTAG Samarinda dengan obyek sengketa No:
055/UN.17 /KP/II/2011 dalam perihal Pemberhentian Sementara sebagai
Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum dan Dosen Kopertis Dpk UNTAG Samarinda.

Dalam kedua putusan PTUN tersebut ternyata keputusan Perguruan Tinggi
Swasta telah menjadi objek sengketa PTUN. Menurut tafsir para hakim PTUN
keputusan seperti itu ada yang termasuk dalam kategori keputusan pejabat TUN,
namun ada juga hakim yang menyatakan sebaliknya, suatu pertentangan di dalam
hukum (conflict within the law) tidak boleh terjadi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa, Sengketa TUN merupakan
sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan

hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun
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di daerah akibat dikeluarkanya suatu KTUN. Dengan demikian KTUN merupakan
dasar lahirnya sengketa TUN. 82

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN dirumuskan
bahwa KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau
Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final,
yang menimbulkan akibat hukum bagi badan atau pejabat hukum perdata.

Penetapan tertulis yang dimaksud adalah cukup ada hitam di atas putih
karena menurut penjelasan atas pasal tersebut dikatakan bahwa “form” tidak
penting dan bahkan nota atau memo saja sudah memenuhi syarat sebagai
penetapan tertulis. Dan Pengertian badan atau pejabat tata usaha negara
dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 UU No.5 Tahun 1986 dijelaskan pada dasarnya
badan atau pejabat tata usaha negara melakukan urusan pemerintahan. Selanjutnya
penjelasan pasal 1 angka 1 menyatakan yang dimaksud dengan urusan pemerintah
adalah kegiatan yang bersifat eksekutif.

Nampaknya istilah eksekutif begitu populer kita gunakan tanpa menyadari
kontradiksi yang terdapat dalam pengertian itu sendiri. Pada dasarnya pemerintah
tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi atas dasar “freies ermessen”
dapat melakukan perbuatan-perbuatan lainnya meskipun belum diatur secara tegas
oleh undang-undang. Kepustakaan Belanda lebih populer menggunakan istilah

“pestuur” daripada istilah “uitvoerende machi’.

82 Rozali Abdullah,S.H.,Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers ,Jakarta, 1992,
him. 21.
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Dalam kaitannya dengan KTUN, disamping keputusan pelaksanan
(executive decision atau gebonden beschikking). Juga ada keputusan bebas (
discretionary decision atau gebonden beschikking). Kepustakaan Belanda
menggambarkan kegiatan/lapangan “besturen” adalah seluruh lapangan kegiatan
negara setelah dikurangi “regelgeving”’dan “rechtspraak” .

Dengan demikian kalau pengertian Tata Usaha Negara diartikan sebagai
urusan pemerintahan, maka urusan pemerintahan itu tidak hanya meliputi kegiatan
yang bersifat eksekutif saja. Konsep Belanda tersebut dapat kita gunakan untuk
merumuskan pengertian urusan pemerintahan itu secara tepat. Hal ini menjadi
sangat penting artinya apabila kita kaitkan nanti dengan ‘Yoetsingsgrondon’.
Keputusan eksekutif akan diukur dengan peraturan perundang-undangan, namun
keputusan bebas sulit diukur dengan peraturan perundang-undangan.

Di Belanda untuk keputusan terikat (gebonden beschikking) diukur dengan
peraturan perundang-undangan (hukum tertulis), namun untuk keputusan bebas
(vrije beschikking) dapat diukur dengan hukum tak tertulis yang dirumuskan
sebagai “algemene beginselen van behoorlijk bestuur”. Pengertian badan atau
pejabat TUN janganlah di artikan semata-mata secara struktural tetapi lebih
ditekankan pada aspek fungsional.

Selanjutnya, kriteria apa yang digunakan untuk menetapkan suatu
Tindakan sebagai tindakan hukum tata usaha negara? Untuk menarik garis

pembeda antara perbuatan pemerintah berdasar hukum publik dengan perbuatan

8 Philipus M. Hadjon,. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada University Press,
Yogyakarta. Hlm .138
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hukum privat dapat dilakukan dengan menggunakan kriterium dasar untuk
melakukan perbuatan hukum. Bagi pemerintah dasar untuk melakukan perbuatan
hukum publik adalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan
(ambt). Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber yakni:
atribusi,delegasi dan mandate.

Adapun pengertian atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu
jabatan yang ada pada badan atau pejabat tata usaha negara®* yakni pemberian
wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ
pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu
organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Mandat terjadi ketika
organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalannya oleh organ lain atas
namanya. Yang mana dari ketiga sumber tersebut akan melahirkan kewenangan
(bevoegdheid, legal power, competence). Dasar untuk melakukan perbuatan
hukum privat ialah adanya kecakapan bertindak (bekwaam-heid) dari subyek
hukum (orang atau badan hukum).

Dengan perbedaan tersebut, tanggung gugat sehubungan dengan suatu
perbuatan hukum publik adalah pada pejabat (ambtsdrager), sedangkan tanggung
gugat sehubungan dengan suatu perbuatan hukum privat yang dilakukan
pemerintah adalah badan hukum publik. Jadi gugatan dalam sengketa tata usaha
negara ditunjukan kepada pejabat yang membuat keputusan, sedangkan dalam

gugatan perdata ditujukan kepada pemerintah sebagai badan hukum publik.

8 Philipus M. Hadjon,.Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada University Press,
Yogyakarta. HIm .130.



69

Elemen konkrit dan individual barangkali tidak menjadi masalah. Unsur
fial seharusnya dikaitkan dengan akibat hukum. Kriteria ini dapat digunakan untuk
menelaah apakah tahapan dalam suatu KTUN berantai sudah mempunyai kwalitas
KTUN. Kwalitas itu ditentukan oleh ada-tidaknya akibat hukum.®> KTUN
sebagaimana yang tertulis dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan dimaknai sebagaimana:®¢

a. Penetapan tertulis yang juga mencangkup tindakan faktual

b. Keputusan Badan dan atau Pejabat TUN di lingkungan eksklusif,

legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.

c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB

d. Bersifat final dalam arti luas

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Penjelasan Pasal 87 huruf d UU No. 30 Tahun 2014, menjelaskan yang
dimaksud dengan final dalam arti luas adalah mencakup Keputusan yang diambil
alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang. Berdasar penjelasan tersebut, perlu
dipikirkan lebih lanjut mengenai kapan dan dalam kondisi bagaimana suatu
keputusan diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang.

Elemen terakhir yaitu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau

badan hukum perdata membawa konsekuensi bahwa penggugat haruslah seseorang

atau badan hukum perdata. Badan atau pejabat tertentu tidak mungkin menjadi

8 Philipus M. Hadjon,.Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada University Press,
Yogyakarta. HIm .139.
8 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
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penggugat terhadap badan atau pejabat lainnya. Apakah dengan demikian, badan
atau pejabat tertentu tidak mungkin bertindak sebagai pihak ketiga yang
berkepentingan menurut Pasal 83 ayat 1 dan Pasal 118 ayat 1 ? Dalam hal seperti
itu badan atau pejabat TUN bisa saja melakukan intervensi ( Pasal 83 Undang-
Undang No.5 Tahun 1986), namun tidak harus bergabung dengan salah satu pihak
yang bersengketa agar tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1.6 UU No.5
tahun 1986: Tergugat adalah badan atau pejabat TUN.

Selanjutnya, = Wewenang Pemerintah dalam  menyelenggarakan
pemerintahan dan kenegaraan berasal dari peraturan perundang-undangan.’’ Atau
didalam ilmu hukum sering disebut dengan asal legalitas (Legaliteitsbeginsel).
Kewenangan yang diberikan dalam undang-undang itu kemudian dapat dilakukan
dengan tiga cara antara lain melalui : atribusi, delegasi dan mandat.®® Yang pada
dasarnya adalah termasuk kontrak-kontrak (contracts).

Jika di Analisis dari perspektif ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 jo
UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Konsiderans
bagian huruf (b) secara tegas disebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. ¥ Ketentuan pasal 1 Angka
(30) UU No.20 Tahun 2003 juga telah menyebutkan bahwa Menteri bertanggung
jawab dalam sistem pendidikan nasional. Pada ketentuan Pasal 1 Angka (3)

disebutkan juga bahwa yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah

87 Ridwan, HR, S,H. Hukum Administrasi Negara, UUI Press, Yogyakarta. 2003, hlm. 103
8 Ibid,. Hlm. 104
8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
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keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk
mencapai tujuan pendidikan nasional.

Maka, Majelis Hakim yang memutus perkara itu tetap bersikeras dan
berpendapat bahwa kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh
badan hukum swasta/perdata yang mengelola suatu Perguruan Tinggi atau
Universitas seperti UKSW dan UNTAG adalah termasuk urusan yang bersifat
eksekutif maka urusan pemerintahan seperti maksud Pasal 1 Angka (7) UU No.51
Tahun 2009, sepanjang badan hukum swasta tersebut memperoleh kewenangan
dari Menteri yang berhak untuk itu seperti yang di maksud dalam Pasal 1 Angka
(12) UU No.51 Tahun 2009. Hakim kemudian mengaitkan dengan Pasal 1 Angka
(27) beserta penjelesannya UU No.20 tahun 2003 menyebutkan masyarakat adalah
mitra Pemerintah yang dapat ikut serta dalam penyelengeraan pendidikan nasional
dan kedudukan mereka adalah sama.

Sementara itu, Perguruan Tinggi Swasta dalam menyelenggarakan
pendidikan merupakan suatu delegasi dari Pemerintah. Maka dari delegasi
tersebut, Perguruan Tinggi Swasta bisa disebut sebagai Badan atau Pejabat TUN.
Keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor Perguruan Tinggi Swasta dengan
demikian juga merupakan Keputusan TUN. Maka dengan demikian Hakim TUN
telah mengadili sengketa dalam Perguruan Tinggi Swasta yang merupakan obyek

PTUN.
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B. Tinjauan Figh Siyasah terhadap Kompetensi Absolut PTUN terkait KTUN

yang dikeluarkan oleh Rektor Perguruan Tinggi Swasta

Figh siyasah adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat
dan negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan kebijaksanaan yang
dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh
syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.’® Istilah populer figh siyasah
seringkali disebut sebagai ilmu tata negara, dalam hal ini berada pada konsep
negara Islam.

Oleh karenanya peninjauan kompetensi absolut PTUN digunakan
peninjauan dari sudut ilmu hukum tata negara dalam konsep negara Islam (figh
siyasah). Mengingat, Kompetensi absolut PTUN adalah memeriksa, memutus dan
mengadili sengketa tata usaha negara, Sehingga peneliti mencoba menggunakan
pendekatan meninjau permasalahan tersebut menggunakan tinjauan figh siyasah
(ilmu tata negara dalam konsep negara Islam).

Di dalam figh siyasah terdapat beberapa pembagian bidang yang
merupakan objek kajian figh siyasah itu sendiri. Secara garis besar objek kajian
figh siyasah dibagi menjadi tiga bagian pokok sebagai objek kajian, yaitu:®!

1. Siyasah Dusturiyyah , disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini

meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri’iyyah oleh lembaga

% J. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Yogyakarta: Ombak, 2014),
23.
1 Imam Amrusi Jailani, dkk.., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), 15-16.
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legislatif, peradilan atau qadlaiyyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi
pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau eksekutif;

2. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah , disebut juga politik luar negeri. Bagian
ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan
yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah
peperangan atau Siyasah Harbiyyah, yang mengatur etika berperang, dasar-
dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan
senjata;

3. Siyasah Maliyyah , disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas
sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara,
perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

Melihat pembagian objek kajian di atas, secara lebih khusus pengkajian
terhadap Kompetensi Absolut PTUN masuk dalam pembahasan Siyasah

Dusturiyyah. Karena dalam bagian Siyasah Dusturiyyah mengkaji tentang

peraturan perundang-undangan, penetapan hukum oleh lembaga legislatif,

peradilan dalam kekuasaan yudikatif, dan pelaksanaan pemerintahan oleh
kekuasaan eksekutif.

Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang menyangkut pejabat-
pejabat dan isntansi-instansi tata usaha negara baik yang bersifat pidana maupun
perkara perdata, perkara adat, maupun perkara-perkara administrasi negara murni.

92 ataupun PTUN disebut sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi

%2 Djoko Prakoso,.S.H. Menyongsong Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Makalah Diskusi
Mahasiswa Semarang. “lombrosso”
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rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara. Oleh karenanya
penulis beralasan apabila secara lebih khusus objek kajian mengenain Konpetensi
Absolut PTUN ini masuk dalam pembahasan Siyasah Dusturiyyah sebagai bagian
dari objek kajian figh siyasah.

Dalam pembahasan Siyasah Dusturiyyah, konsep kekuasaan (sultah)
dalam sebuah negara menurut Abdul Wahab Khallaf terbagi menjadi tiga
kekuasaan, yaitu:%3

1. Lembaga legislatif (sultah tashri’iyyah), lembaga ini adalah lembaga negara
yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang;

2. Lembaga eksekutif (sultah tanfidhiyyah), lembaga ini adalah lembaga negara
yang berfungsi menjalankan undang-undang;

3. Lembaga yudikatif (sultah gada’iyyah), lembaga ini adalah lembaga negara
yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman (sultah qada’iyyah) terlembaga menjadi beberapa
institusi menurut kompetensi atau kewenangan yang dimilikinya. Secara
institusional dalam konsep negara Islam dikenal tiga institusi pelaksana kekuasaan
kehakiman. Institusi tersebut meliputi Wilayah al-Qada’, Wilayah al-Mazalim,
dan Wilayah al-Hisbah.

Wilayah al-Qada’ adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-
perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. Wilayah al-Hisbah
adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan

moral dan wewenangnya lebih luas dari Wilayah al-Qada’. Wewenang Wilayah al-

% Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), 29.
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Hisbah menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk
kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT. Adapun
Wilayah al-Mazalim adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani
kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.

Muhammad Igbal mendefinisikan Wilayah al-Mazalim sebagai lembaga
peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan
tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar
hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM.** Artinya
segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para
penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap
dianggap sebagai tindak kezaliman.

Dari situ terlihat bahwa Wilayah al-Mazalim memiliki wewenang untuk
memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut
aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-
hukum syara’ atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan
yang sesuai dengan tabanni (adopsi) penguasa, maka memberikan keputusan dalam
perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Artinya,
perkara itu harus dikembalikan kepada Wilayah al-Mazalim atau keputusan Allah
dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam
Wilayah al-Mazalim mempunyai putusan final.>> Seperti halnya Putusan Peradilan

Tata Usaha Negara.

% Muhammad Iqbal, Figh Siyasah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 159.
%5 Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), 34.
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Penguasa atau pejabat negara sangat memungkinkan menyalah gunakan
kekuasaannya melalui kewenangan yang dimiliki. Kewenangan yang dimiliki ini
termasuk dalam pembuatan kebijakan ataupun pembuatan keputusan. Sehingga
sangat mungkin kebijakan dan dalam membuat suatu keputusan bisa jadi
mengandung unsur kezaliman terhadap hak-hak rakyat. Sehingga dibutuhkan
lembaga yang juga memiliki kekuatan yang seimbang dengan penguasa atau
pejabat negara untuk mengantisipasi pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa
atau pejabat negara melalui kewenangannya. Hal demikian dilakukan dalam
rangka menjaga hak-hak rakyat yang seharusnya mereka dapatkan. Melihat
kewenangan dan tugas yang dimiliki oleh Wilayah al-Mazalim diantaranya:®¢
1. memeriksa perkara-perkara berkenaan dengan penganiayaan para penguasa,
baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan; dan

2. mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat. Maka lembaga ini didesain
untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa
terhadap perorangan maupun golongan, juga sebagai lembaga yang melakukan

kontrol dan pengawasan terhadap para penguasa atau pejabat negara.

Tujuan awal pembentukan kekuasaan (sultah) dalam sebuah negara adalah
untuk mewujudkan kemaslahatan untuk rakyat. Sehingga tak sepatutnya
kekuasaan apapun menggunakan kewenangannya untuk melakukan pelanggaran
atau kezaliman terhadap hak-hak rakyat. Untuk itulah Wilayah al-Mazalim

dibentuk untuk melakukan kontrol/pengawasan terhadap penguasa, dan mengadili

% T, M. Hashi Ash Shiddieqy, Peradilan & Hukum Acara Islam, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,
1997)93.



7

kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya termasuk dalam

pembuatan kebijakan-kebijakan politik.

Sejalan dengan Wilayah al-Mazalim yang akan menangani perkara
pelanggaran/kezaliman penguasa terhadap rakyatnya, dan melakukan
kontrol/pengawasan terhadap pejabat negara. Diharapkan tidak ada
pelanggaran/kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya,
termasuk keputusan yang dikeluarkannya. Pengadilan Tata Usaha Negara pun
demikian, keputusan yang dikeluarkan tidak menimbulkan kerugian dan tidak ada

unsur kezaliman terhadap hak-hak rakyat.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa TUN. Adapun sengketa TUN
merupakan sengketa yang disebabkan antara orang/badan hukum perdata
dengan badan/pejabat TUN akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN.
Badan atau Pejabat TUN adalah Pejabat yang melaksanakan urusan
pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku. Jadi,
suatu badan bisa disebut Badan Tata usaha negara jika menurut peraturan
perundang-undangan mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan
pemerintahan. Adapun perguruan tinggi swasta menyelenggarakan urusan

pemerintahan yakni dalam bidang pendidikan.

2. Di dalam kajian figh siyasah terdapat lembaga/institusi peradilan Wilayah al-

Mazalim sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (su/tah gada’iyyah).
Wilayah al-Mazalim adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani
kezaliman para penguasa terhadap hak-hak rakyat. Wilayah al-Mazalim
didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan
zalim para penguasa. Tindak kezaliman para penguasa dapat berupa
pembuatan kebijakan atau peraturan yang dibuat. Oleh karena menekankan
pada pemeliharaan hak-hak rakyat, maka Wjilayah al-Mazalim berwenang

mengadili tindakan kezaliman para penguasa, termasuk dalam hal pembuatan

78



79

kebijakan atau peraturan yang melanggar/menzalimi hak-hak rakyat. Dari
tinjaun menurut figh siyasah tersebut, Peradilan Tata Usaha Negara
selayaknya mempunyai kompetensi untuk mengadili sengketa perguruan
tinggi swasta .

B. Saran

Kepada Peradilan TUN dan warga masyarakat dari pembahasan mengenai
perluasan kompetensi absolut Peradilan TUN pasca hadirnya UU No. 30 tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dalam rangka memberikan
jaminan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat, seharusnya hakim
sebagai penegak hukum dan keadilan harus mengacu pada peraturan perundang-
undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam memutuskan
permohonan maupun gugatan yang menjadi ranah kompetensi absolut Peradilan
TUN.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik akan terus berkembang sesuai
dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum, oleh
karena itu peran peradilan TUN dalam menghasilkan putusan-putusan TUN
haruslah dalam upaya meningkatkan good governance dalam rangka menciptakan
birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien di Indonesia. Selain itu juga
harus menindak lanjuti dengan penyelarasan menyangkut kompetensi mengadili

PTUN.
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